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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 17TAHUN2019

TENTANG

STANDAR OPERASI ONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.

a. bahwa demi meningkatkan penyelenggaraan Pengelolaan
Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten
Kapuas Hulu, dipandang perlu menetapkan Standar
Opersional Prosedur (SOP) ;

b. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pelayanan
Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Damrat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantal
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik fi.,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O08 Nomor 61. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5O38);

Menimbalg



6. Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82,
Tambahan [rmbaral Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Icmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan
l,e mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O 10 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaal Informasi Publik;

1O. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO l03 /2OO9 tentang
Diseminasi Informasi Nasional dan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tenta-ng Pedoman Penyusunal Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16
Tahun 2018 tentang Anggaral Pendapatan dart Belalja
Daerah Tahun Anggaroa 2OL9;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Da1am Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

15. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 20i6
tentang Strukh:r Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas
Hulu;

17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol9;



Menetapkan ;

KESATU

KEDUA

KETIGA

18. Surat Keputusar Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun
2O19 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu.

MEMUTUSI(AN:

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pelayanaa
Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu,
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bag'al yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam
Diktum KESATU menjadi pedoman acuan begl Pengguna
maupun pengelola dari Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu;
Keputusal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkal di Putussibau
Pada tanggai 28 Agustus 2O19

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN HULU,

Ir
Pembina Tk. I

NIP.19650507 199803 1 006



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DA]
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNA]
DAF-TAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PEMERINTAH KAE}UPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Tanggal Pembuatan
Revisi

Tanggal Efektif

SOP ini merupakan prosedur bsku yang wajib dileksanakan dalam Penlrusunan Daftar Informasi dan
Dokumentasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses
Penlrusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik.

1. Peraturan Menteri Pendayaguna€r Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman
Penlrusunal Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan

3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44
Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelota l,ayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kat upaten Kapuas Hulu.

Keterkaitan:

Dasar Hukum

Pedngatan:

a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;

b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku da.lam
pelaksanaan kegiatan;

c, dapat mengoperasikan kornputer, jaringan internet, aplikasi
website dan;

d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
.:E9S9-t44, 1eIe!9_tqelqn_4arr tspat

Kualifikasi Pelaksana

wal<tu.
Peralatan an
a. ATK
b. PC/t aptop
c. Sinyal Internet
d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id

Pencatatan dan Pendataan:

I Nomor SoP

Disahkan Oleh Kepa]a Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
I Kapuas Hulu

-lNama SoP PenJrusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik



PELAKSANA
KEGIATAN

PPID Pembantu PPID Utama

MUTU BAKU
KETPERSYARATAN &

PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1
.> 3 4 5 6 7 8

1 Mengumpulkan informasi dan dokumentasi
yang berkualitas dan relevan, baik yang
diproduksi sendiri, dikembangkan,
maupun yang dikirim ke pihak lain, yang
berupa arsip statis
Mengklasifikasikan seh:ruh informasi dan
dokumentaai yang telah di kumpulkan dan
mengidentifi kasikannya berdasarkal sifat
Informasi dan dokumentasi sebagaimana
yaEg telah ditetapkan melalui UU No. 14
Tahun 2018 Pasal l7 dan Pasal 18

ATK
Daftar informasi dan
dokumentasi

- Informasi dan
Dokumentasi yang sudah
terkumpul

- UU No. 14 Talun 2018
tentang Keterbukaan
Infortnasi Publik

3 Hari

I Hari

Tersedianya
informasi
dokumentasi

dan

2 Informasi dan
Dokumentasi yang
telah di verihkasi
oteh PPID Pembantu

3

I

Tidak

Informasi dan
Dokumentasi
PC/Laptop
Sinyal Internet
Usemame dan
Password
ppid.kapuashulukab.go.id

10 menit/
Dokumen

Informasi dan
Dokumentasi yang
terkumpul dan
sudah diverifikasi
oleh PPI*D
Pembantu terupload
di
ppid.kapuashulukab.g
o.id

tata cata seperti
mengarsip dokumen
dan dipisahkan sesuai

klasifikasi lnformasi dan
dokumentasi waiib,
secara berkala, serta
merta dan setiap saat

4 Informasi dan Dokumentasi yang di upload
oleh PPID Pembantu di verifikasi oleh PPID
Utama

PC/l,aptop
Si4yal Internet
Username dan
Password
ppid.kapuashulukab.go.id

Informasi dan
Dokumentasi telah
diverifikasi oleh PPID
Utama dan siap
untuk di download
menjadi Dokumen
Informasi Publik
(DIP)

15 Menit

Ya

dinamis
--t

NO

Mendokumentasikandanmempublish 
I

Informasi publik dalam bentuk Soficopg ke 
ippid.kapuashulukab.go.id. 
i

Apabila ada
kekurangan/kesa.lah I

an pada Informasi
dar Dokumentasi
maka akan l

diberitahukan kepada I

PPID Pembantu
untuk diperbaiki

l

I



5 Mendowload Dokumen Informasi Publik
(DIP) yang telah diverifikasi olch PPID
utama

PClIaptop
- Sinyal Internet
- Usemame dan

Password
ppid.kapuashulukab.go.id

l Menit Dokumen Informasi
Publik [DIP) siap
untuk di download

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KAPUAS HULU,

Ir.
Pembina Tk.I

NIP. 19630507 199803 1006

-?
I



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA
OFFILNE

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP
Tangsal Pembuatan
Ta,nggat Revisi
Tanesal Efektif
Disahkan Oleh

Nama SOP

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
4qps-?! !rn!q
Pelayanan Permohonan lnformasi Publik Secara Offline

Peri tan: Pencatatan dan Pendataan:
SOP ini merupakan prosed\rr baku yang wajib dilaksanaka! dalam pelaksalaan proses Pelayanan
Permohonal Informasi Publik Secara Offlne, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
keterlambatan dalam es an Permohonar Informasi hrblik Secara Offlne.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara l{omor 35 Tahun 2012 terltaJl.g Pedoman
PenJrusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahar;

2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan

3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44
Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layana.n Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kabupaten Kapuas HuIu.

Keterkaitan :

Dasar Hukum:
a. memiliki kewenangan da.lam Pengelolaan Pelayauan Informasi dan

Dokr,rmentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;
b. memahami dengaa baik ketentual yarlg berlaku dalam pelaksanaan

kegiatan;
c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website

dan:
d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan

Peralatan Perl

Kuahnkasi Pelaksana;

t ivaktu.sasaran dal

a, ATK
b. Pcll-aptop
c. Sinya1 Internet
d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id
e- Formulir Permohonan lnformasi



10 Menerima DIP yang
dibuhrhkan

Dokumentasi
Informasi Publi
(DIP}

1O Menit DokumentaEi
lnformasi Pubti (DIP)
diterima oleh
Pemohon

KEPAI"{ DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KAE}UPATEN KAPUAS HULU,

Pembina Tk.I
NIP. 19630507 199803 1006

IUll
lr----__]l\. )

-.,_L



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPAI.A DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR ...... TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONL]NE

PEMERINTAH KAI}UPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DATI STATISTIK

-\z-

Nomor SOP
Targsal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tarlegal Efektif
Disahkar Oleh

Na-Ela SOP

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Kapuas Hulu
Pelayanan Permohonan lnformasi Publik secara OnLine

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1

2

3

Peratura[ Menteri Pcodayagunaart Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman
PenJrusuna.n Standar Operasional Prosedur Admir:ristrasi Pemerintahan;
Permendagri Nom@ 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolasn Pelaya.Ban Informasi dan
DoikumeEtasi Kemcnterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
Keputusa[ Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
44 Tahun 2019 Tdrtang Penetapar Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi darl
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab, Kapuas Hulu;

b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaal
kegiatan;

c, dapat mengoperasikan komputer, jaringan intemet, aplikasi website
dan;

d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
&ctq!e!, !erg! !ec4!qdq1 lepqt waktu,

Peralatarl Perl
a. ATK
b. Pc/Laptop
c. Sinyal Internet
d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id

Keterkaitan:

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan Pelayanan
Permohonan lnformasi hrblik secara Online, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, kctidaktransparalan, ketidaksinlsonan daa ketidaktepatan \Iral.tu serta
keterlambstan dalam Pelayanan Permohonan Informasi Publik secara Online .

Pencatatan dan Pendataan



NO

1

PEI,AKSANA

KEGIATAN Pemohon
Informasi

Bagiart
Registrasi

PPID
PPID Utama PPID

Pemba-ntu

2 3 4
Menyeunpaikan
permohonal
inforrnasi yang
dibutuhkarr

MUTU BAKU

PERSYARATAN &
PERLENGKAPAN

WAKTII

6
5 Menit

OUTPUT

5
Daftar
Informasi/dokume
ntasi yang
dibutuhkan
pemohon

1

2 Memberikarr
Formulir
Permohonan
Informasi kepada
Pemohon Informasi

- Formulir
Permohonan
Informasi
tersedia di
pelayanan
informasi

yang
meja
PPID

I Menit Formulir permohonan
informasi diterima
pemohon

3 Melakukan
registrasi berkas
permohonan
informasi publik.

+ - Formulir
Permohonan
Informasi

- Fotocopy atau
scan identitas diri
(NIK) dari pemohon
informasi

30 Menit Pemohon telah
melal<ukan regisEasi

4 Memverilikasi
registrasi berkas
permohonan
Informasi Publik
dan meneruskan
kepada PPID Utama

- Formulir
Petmohonai
Informasi

- Pc/l,aptop
- Sinya.l lntemet
- Username dal

Password
ppid.kapuashulukab
go,id

- Pemohonan
Informasi Publik
diterima oleh
pemohonn apabila
permohonan
informasi sudah ada
di website PPID

- Permohonan
informasi
diteruskan kepada
PPID Utama

Jika dokomen /
informasi yang
diminta
telah termasuk dalam
DIP dan
dimiliki oleh meja
informasi atau
sudah terdapat di
website PPID, maka
langsung diberikan
kepada pemohon
informasi atau bisa
langsung dir.rnduh
oleh pemohon
informasi. Jika
informasi/
dokumentasi yang
diminte
belum terrnasuk
dalarn DlP, maka
berkas permohonan

10 Menit

disam

7

KET

8

I

Permohonan
Informasi masuk

L_r



Menerima
Permohonarr
Informasi dan
meneruska!/mendi
sposisikan kepada
PPID Pembantu.

5

l

I

- Pc/Laptop
- Sinyal Internet
- Username dan

Password
ppid.kapuashulukab.
go.id

Permohonal
Informasi diteruskan
ke PPID Pembantu
yang membidangi
Informasi dan
dokumentasi ya-ng di
butuhkan oleh
pemohon

5 Menit

kepada PPID Utarna
atau PPID Pembantu

6

9

Memberika.rl
informasi atau
dokurnen
yang diminta oleh
pemohon informasi
yang telah
menandatangani
tanda
bukti penerimaan
inforrnasi atau

Memverifikasi
Dokumen Informasi
Publik yang
diberikan oleh PPID
Pembantu dan
meneruskan kepada
bagian registrasi
PPID
Mendowload
Dokumen Informasi
Publik (DIP) yang
telah diverifikasi
oleh PPID utama

7
dokumen,

- Pcllaptop
- Sinyal Internet
- Username dan

Password
ppid.kapuashulukab

id

PC/Laptop
Sinyal Internet
Username dan
Password
ppid.kapuashulukab.
go.id

- Pc/I^aptop
- Sinyal Internet
- Username dan

Password
ppid.kapuashulukab
go.id

I0 (sepuluh)
hari kerja

sejak
permohonan

informasi
diterima olch

PPID

1O Menit

10 Menit

Informasi dan
dokumentasi yang di
minta tersedia di
ppid.kapuashulukab.go.i

d

Dokumen Informasi
Publik telah
diverifikasi oleh PPID
Utama

Dokumentasi
Informasi Publi (DIP)

DIP yang telah di
download diberikan

kepada pemohon bisa
secara langsung atau

dikirim via E-mail



NO KEGIATAN
PEI,AKSANA MUTU BAKU KET

Pemohon
Informasi PPID Uta$a PPID

Pembantu
PERSYARATAN &
PERLENGKAPAN

1 2 3 5 6 7 8
1 Mengakses viebsit€

ppid.kapuashulukab.go.id
PClLaptop
Sinyal Intemet

5 Menit Pemohon bisa untuk
merrcari
informasi/Dokumen
yang dibutuhkan

Setelah terakses ke
ppid.kapuashulukab.go.id
pergi ke beranda lalu klik
kuniungi

2 Mencari
Informasi/ Dokumentasi
yang dibutuhkan

PC/Laptop
Sinyal Internet

15 Menit Formulir permohonan
informasi diterima
pemohon

- Apabila
Informasi/Dokumentasi
yang dibutuhkan tersedia
di
ppid.kapuashulukab. go.id
maka pemohon informasi
bisa langsung
mengun duhnya, jika tidak
tersedia, bisa mengqjukan
permohonan.

- Apabila belum memiliki
akun di
ppid.kapuashulukab. go.id
pengguna diharuskan
mendaftar akun terlebih
dahulu

3 Mengajukan
Permohonan
lnformasi/Dokumentasi

Menerima Pengaiuarl
Informasi/ Dokumentasi
dari pemohonan dan
meneruskan/mendispos
isikan permohonan
tersebut kepada PPID
Pembantu yang
membidangi Informasi
dart dokumentasi yalg
di butuhkan oleh

ohon.

PC/ L,aptop
Sinya.l Internet
Username dan
Password
ppid.kapuashulukab.
go.id

PC / l,aptop
Sinys] Internet
Username dan
Password
ppid.kapuashulukab.
go.id

5 menit Pemohon telah
melakukan regisfasi

5 menit - Permohonar
Informasi
diteruskan ke PPID
Pembantu yarg
membidangi
Informasi dan
dokumentasi yang di
butuhkan oleh
pemohon

Isi semua formulir
pengajuan Informasi
dengan benar dan Jelas

I

WAKTU I ourpur
I



Memberikan informasi
atau dokurnen
yang diminta oleh
pemohon informasi

10 (sepuluh)
hari keq'a sejak

permohonan
informasi

diterima oleh
PPIDr

Informasi dan
dokumentasi yang di
minta tersedia di
ppid.kapuashulukab.go-i

d

6 Memverifikasi Dokumen
Informasi Pubtik yang
diberikan oleh PPID
Pembantu

l__r
- Pc/Laptop
- Sinyal Intemet
- Usernarne dan

Password
ppid.kapuashulukab.g
o.id

1 0 menit Dokumen Informasi
Publik telah
diverifikasi oleh PFID
Utama

7 Memberitahukan
kepada pemohon bahwa
Dokumen Informasi
Publik yang dibutuhkan
sudah tersedia di
ppid.kapuashulukab.go.id

Mendowload Dokumen
Informasi Pub[k (DtP)

PClLaptop
Sinyal Internet
Username dan
Password
ppid.kapuashulukab.g

o.id
PClLaptop
Sinyal Internet
Username dan
Password
ppid.kapuashulukab.g

o.id

Pemohon tersedia
ppid.kapuashulukab.go-i
d siap untuk di download
pemohon informasi

5 m€nit Dokumentasi
lnformasi Publik (DIB
diterima oleh
Pemohon

8

KEPAI-A DINAS KOM KASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KAB KAPUAS HULU,

Ir. M,Si
Pembina Tk.I

NIP. 19630s07 199803 r 006

5

r
- PCll,aptop
- Sinyal Internet
- Username dan

Password
ppid.kapuashulukab.g

o.id

I 5 menit



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPAI.A DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2OI9
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI
KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KAE}UPATEN KAPUAS HULU
DINAS (OMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP
Tanseal Pembuatar
Tanggal Revisi
Tanssal Efe kt.if
Disahkan Oleh

Nama SOP

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
44!!as Huh-r

Uji Konsekuensi Informasi Publik

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi
Informasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktranspararan, ketid:rlsinkronan dan ketidakepatan waktu serta keterlambatan dalam proses
Uji Konsekuensi Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana:

a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dar
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;

b. memahami dengan baik keteutuan yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan;

c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website
dal;

d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap ta-hapan
kegiatan, t sasaian dan tepat waktu.

Peralatan /Perlengkapan :

a. ATK
b. PC/ Laptop
c. Sinyal Internet
d, Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id
e. Berkas pemohonan informasi,/ dokumen

Pencatatan dan Pendataan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2Ol2 teljta/lg Pedoman
Penlrusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan

3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat PenBelola Layanan lnformasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Keterkaitan

Dasar Hukum:



NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

83

Tim
Pertimbangan

Pelayanal
Informasi

PPID
Pembantu Pemohon PERSYARATAN &

PERLENGKAPAN

5

WAKTU

6

OUTPUT

7I 2 4
I Melakukan kajian atas

informasi/ dokumen
yang tidak
termasuk dalam DIP
dengan
melibatkan Tim
Pertimbangan Pelayanan
Informasi.

Betkas
pemohonan
informasi/
dokumen
Pemohon
Informasi

dari

Berkas
permohonaIr
informasi yang
telah diisi lengkap
dan dilampiri
fotocopy/ scan
identitas diri (NIK)

Memberikan
pertimbangan atas
informasi/ dokumen
yang dimaksud yang
bersifat rahasia
berdasaJkan UU,
kepatutan dan
kepentinqan umum

Dasar huLrm: UU
KIP 14 Talun 2008
dan Perki 1 Tahun
2010

Surat Keputusan
Tim Pertimbangan
pelayartan
Informasi

Menyampaikan kepada
PPID atas status
informasi/ dokumen
yang diminta pemohon
informasi

Surat Keputusan
Tirn Pertimbangan
pelayanan
Informasi

3 Surat Keputusan
Tim Pertimbangarr
pelayanan
Informasi atas hasil
ujian konsekuensi
diterima oleh PPID
Utama

Jika informasi/
dokumen yang
dimaksud adalah
terbuka, maka
PPID
memerintahken
kepada
komponen/
Perangkat
Daerah untuk
menyerahka.n
informasi/
dokumen yang
dimaksud. Jika
status informasi /
dokumen oleh
Tim
Pertimbangan
Pelayanan
lnformasi
dinyatakan
rahasia, maka
PPID membuat

nnrn utana 
I

,)

I

I

I

I



surat penolakan
kepada pemohon
informasi.

4 Memberikar informasi
yang diminta oleh
pemohon informasi Jika
informasi/ dokumen
yang dimaksud adalah
terbuka dengan
menandatangani tanda
bukti penerimaan atau
memberikan surat
penolakan kepada
pemohon jika status
informasi/ dokumen
dinvatakan rahasia.

- Informasi/Dokume
ntasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan

- Informasi/ Doku
mentasi yang di
minta permohon
atau Eurat
penolakan
disampaikan ke
pemohon

5 - Informasi,/Dokume
ntasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan

- Informasi/Doku
mentasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan
ditrime oleh
pemohon

KEPAI.A DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KAB KAPUAS HULU,

Pembina Tk.I
NrP. r9630507 199803 1006

I

I

Menerima
Informasi/ Dokumeotasi
yang di minta permohon
atau surat penolakan 

]



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPAI.A DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN ]NFORMASI
PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP
Tangga.l Pembuatan

_ TS+.CCar Bgflql
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

Nama SOP

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Hulu

Penanganan Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum:
1. Peraturar Menteri P€odayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2Ol2 te'rtallg Pedomal

Pen]rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Doikumentasi Kementeria-n Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Stutistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor

44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kat upaten Kapuas Hulu.

Keterkaitan:

tan:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib di.laksanakan dalam pelatsanaan proses Penanganan
Keberatan Informasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mcngakibatkaa ketidakpastian,
ketidaktransparanan, kctidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam proses
Penanganan Keberatan lnformasi Publik

Kualilikasi Pelaksana:
a, memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;
b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan

kegiatan;
c. dapat mengoperasikan komputer, jaringal inte{net, aplikasi website

dan;
d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan

tjgLatq.,
Peraletan Perl

Pencataten dan Pefl dataan:

a. ATI<
b. PclLaptop
c. Siuyal Internet
d, Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id
e. Formulir Pengajua! Keberatan

I

dan waktu.



NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KETPemohon
Informasi

Bagiar
Registrasi

PPID Utama
dan PPID
Pembantu

Kepa]a OPD
PERSYARATAN &
PERLENGKAPAN

Vr'AKTU OUTPUT

1 c 3 4 5 6
30 menit

7 8
- datang

langsung dan
mengisi formulir
permohonan
pengajuan
keberatan
informasi publik
dengan
melengkpi
fotocopy identitas
diri (NIK),

- melalui website
dengan mengisi
formulir yang
telah
diunduh dan
rnenyertakan scan
identitas diri
(NIK) kemudian
dikirim ke alamat
email PPID yarg
tertera di website,

- mengirim fax
formulir
permohonan
informasi
yang telah diisi
lengkap disertai
dengan fax
identitas diri
(NIK) ke nomor
fax PPID.

I Menyampaikan
pengajuan
keberatan atas tidak
terlayaninya
permohonan informasi
yang
dibutuhkan

- Formulir
Pengajual
Keberatan
Informasi Publik
yang tersedia di
meja pelayanart
PPID atau
ditampilkan di
website dan dapat
di unduh,

- Fotocopy atau
scan identitas diri
(NIK) dari pemohon
ya-ng mengajukan
keberatan

Berkas
permohonan
informasi yang
telah diisi lengkap
dan dilampiri
fotocopy/ scan
identitas diri (NIK)



Melakukarr verifikasi
registrasi formulir
pengajuan keberatan
pelayanan
informasi dan
menyampaiksrr
Pengajuan keberatan
kepada
PPID Utama dan PPID
Pembantu
Memeriksa
pengajuan
keberatan dari
Pemohon
Informasi
meneruskal
Kepala OPD

formulir

Para

dan
kepada

Formulir
Pengajuan
keberatan dan
data infromasi
yang diajukar oleh
pemohon

Formulir
Pengajuan
keberatan dan
data infromasi
yang diajukan oleh
pemohon

Formulir Pengajuan
keberatan dan data
infromasi yang
diajukar oleh
pemohon di telah
periksa dan
ditemskan kepada

15 menit

15 Menit

a OPD

Formulir pengajuan
keberatan
terverifikasi oleh
bagian registrasi

PPID
Utama/Pembantu
dapat memberikan
informasi/ dokumen
tasi yan8 diminta
oleh pemohon
informasi Jika
informasi/ dokumen
yang dimaksud
adalah terbuka
dengan
menandatangani
tanda bukti
penerimaan atau
rnemberikan surat
penolakan kcpada

15 menit

3 Hari

on status

Surat Keputusan
Tim Pertimbangan
pelayanan
Informasi atas hasil
ujian konsekuensi
diterima oleh PPID
Utama

Formrllir
Pengajuan
keberatan dan
data infromasi
yang diajukan oleh
pemohon

- Informasi/Dokume
ntasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan

- Informasi/Doku
mentasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan

3

4

Memeriksa formulir
pengajuan
keberatan dari Para
Pemohon
Informasi dan
memerintahkarr
PPID Utama dan PPID
Pembantu untuk
menjawab permohonan
informasi
Memberikan jawaban
kepada Kepala OPD

_l

c

T
I_t

I



informasi/ dokumen
dinyatakan rahasia.

Menyampaikan jawaban
kepada pemohon
informasi
- Dokumen/Informasi
dapat diberikarr
kepada pemohon
apabila bersifat
terbuka dengan
menaJrdatangarri tanda
bukti penerimaan

- memberikan surat
penolakan kepada
pemohon jika status
informasi/ dokumen
dinyatakan rahasia

- lnformasi/Dokume
ntasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan

5 menit - Inlbrmasi/ Doku
mentasi yang di
minta permohon
atau surat
penolakan
ditrima oleh
pemohon

6 Menerima
informasi / dokumentasi
yang diminta Jika
informasi/ dokumen
yang dimaksud adalah
terbuka atau mendapat
surat penolakal jika
status informasi/
dokumen dinyatakar
rahasia.

Dokumen
Informasi Publik
(DIP) atau Surat
Penolakan

5 menit Hasil keputusan
Kebcratan
Informasi Pubtik

KEPALA DINAS KOMUNIKAS] ,INFORMATIKA
DAN STATISTIK KAB KAPUAS HULU,

Ir. I .si
Pembina Tk.I

NlP. 19630507 19980s 1006

I

I

I

\-_

fI
IL_ _.']I[---------l
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LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR ...... TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI
SENGKETA INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DA}I STATISTIK

Nama SOP Fasilitasi Sengkcta informasi

Disahkan Oleh Kepa.la Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Ka Hulu

A. ATK
b. PCllaptop
c. Sinyal Internet
d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id
e. Form Surat Pengajuan Keberalan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakaa dalam pelaksanaan proses Fasilitasi
Sengketa informasi., dan jika tidak dilaksanakan akan mengahibatkan ketidakpastian,
ketidalrtransparanan, ketidaksinkronan dan ketids-ktepatan wakhr serta keterlambatan dalam proses
Fasilitasi Sengketa informasi.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaaa Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pem€rintahar;

2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan

3. Keputusan Kepala Dirtas Komunikasi, Informatika Darr Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola l,ayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Keterkaitan:

Dasar Hukum

Peringatan

a. memiliki kewenangan dalam Pengclolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu;

b. memaharni dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pclaksaraan
kegiatan;

c. dapat mengoperasikan komputer, jaringan intemet, aplikasi website
dan;

d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
kegiatan , tepat sasaran darl tepat waktu.

Peralatan Per

Kualifikasi Pelaksana:

Pencatatan dan Pendataan

I Nomor SoP I I

I Tanccal Pembuatan I 
J

I Tangcal Revisi i I

I Tanggal Efektif I ;



PELAKSANA MUTU BAKU KET

KEGIATAN Pemohon
lnformasi

NO
Kepala OPD

Tim fasilitasi
sengketa
informasi

PERSYARATAN &
PERLENGKAPAN

WAKTI] OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 3t

I mengqjukan keberatan
sccara tertulis kepada Kepala
OPD

Form
Pengajuarl
Keberatan

Surat 30 menit Pengajuart
Keberatan dari
pemohon
informasi
diterima Atasan
PPID

Pengajuan Keberatan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari
kerja, sejak permohonan
informasi teregistrasi dan
diberikan.
Perpanjangan pernenuhan
perrnohonan informasi
selamaT (tujuh) hari sejak
p€mberitahuan tcrtulis
diberikan dan tidak dapat
diDerDanians lasi

--[

Surat Pengajuan
Keberatan

3 Hari

1 Hari

Tim fasilitasi
sengketa
informasi
terbentuk

Tim fasilitasi
sengketa
informasi telah
membuat laporan
kepada Atasan
PPID ata6
Keberatan dari
pemohion
informasi

Tim fasilitasi sengketa
informasi di ketuai oleh PPID
Utama dan beranggotakan
PPID Pernbantu terkait,
pejabat yang menangani
bidang hukum, pejabat
firngsional, serta JFU yang
sesuai dengan kebutuhan
Upaya penyelesaian
Sengketalnformasi Publik
diajukan kepada Komisi
Informasi Pusat, Komisi
lnformasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten/ Kota
seeuai dengan naungannya
apabila tanggapan Atasan
PPID dalam proses
keberatan tidak memuaskan
Pemohon Informasi.

Surat Pengajuan
Keberatan

....-r.-.---

menetapkan Tim fasilitasi
sengketa informasi untuk
mengupayakan penyelesaial
sengketa informasi, yang
dibentuk oleh PPID Utama

2

3 melaporkan ptoses
pensnganan sengketa
informasi kepada Kepala OPD

I



4 Memberikan tanggapan
kepada Pemohon laporan
proses penanganan sengketa
informasi dari Tim fasilitasi
sengketa illformasi

L€.poran
pcrumgarnan
sengketa dari tim
fasilitasi sengketa
informasi'

'7 Hari Pemohon
mendapatkan
tanggan atas
laporan
keberatan yang
diajukan

5 Dapat Melaporkan kepada
Komisi Informasi Pusat,
Komisi lnformasi Provinsi,
Komisi Informasi
Kabupaten/ Kota sesuai
dengal naungannya apabila
tanggapan Atasan PPID
da.lam proses keberatan
tidakmemuaskan Pemohon
Informaai.

Iaporan
penanganan
sengketa
Atasan PPID

dari

3 Hari

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

Pembina Tk.I
NIP. 19630507 199803 I 006

l-
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KAPUAS HULU,



LAMPIRAN VI]
KEPUTUSAN KEPAI..A DINAS KOMUNIKAS], INFORMATIKA
DAN STATISTIK KAI}UPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH XABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Disahkan Oleh

Nama SOP

l)asar Huklrml
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tel]tan.g Pedoman

Pen]rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintaian;
b.Permendagri Nomor 3 Tahun 2Ol7 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanar Informasi dan

Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri da-n Pemerintah Daerah; dan
c, Keputusan Kepala Dinas Komunikas.i, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hrru Nomor 44

Tahu! 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Statistik Kabupaten
Ka Hulu
Pendokumentasizur Informasi Publik

Kualilikasi Pelaksana

a. memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pem€rintah Kab. Kapues Hulu;

b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
pelaksanaan kegiatal;

c. dapat mengoperasikan komputcr-, jaringan intemet, aplikasi
website dani

d. mempunyai komitmen tinggi unhrk meDyelcsaikan setiap tahapan
tan te t sasaran dan waktu

Nomor SOP
Tanggal Pembuatsn
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Peralatan / Perlengkapan
a. ATK
b. Pcllaptop
c. Sinyal Intemet
d. Username dan Password ppid.kapuashulukab.go.id
e" Form Surat Pengaiuan Keberatan

Pencatatan dan Pendataan

Keterkaitan:

Peringatan:
SOP ini merupakan prosedur baku yarg wajib dilalsanalan da.lam pelaksanaan proses
Pendokumentasian lnformasi Publik, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastiar,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaldepatan walrtu serta keterlambatan dalam proses
Pendokumentasian Informasi Publik.

lI



NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET

Operator
OPD

PPID
Pembantu Kepala OPD

PERSYARATA
N&

PERLENGKAP
AN

WAKTU OUTPUT

l 2 3 4 5 i6 7
Melakukan Identifikasi terkait
informasi yang akan di
dokumentasikan dan melaporkalnya
kepada ketua PPID

Memerintahkan petugas PPID untuk
berkoordinasi dengan bidang-bidang
dalam mengtrimpun serta
mendokumentasikan data untuk
informasi publik
Mengumpu.lkan data dan informasi
yang diburuhkan dari berbagai sumber
dalam mendokumentasikan informasi
pubtik dan mengka-lsifikasikan data
hasil informasi menurut sifatnya publik
(serta merta, berkala dan setiap saat)
dalam bentuk soft file

Memeriksa daftar informasi publik
yang telah diklasifi kasikan menurut
sifatnya. Jika disetujui maka akan
disampaikan kepada atasan PPID
Jika tidak setuju menyerahkan kepada
Petugas PPID untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Tidak

Bahan
Informasi

Data lnlbrmasi

Nota Dinas,
Bahan
Informasi dari
setiap bidang

t hari

Konsep D
Informasi
Publik

aftar i 15 menit

Tersedianya
Data

Nota Dinas

Konsep Daftar
informasi
Publik

Draft Daftar
Informasi
Publik

2

3

4

15 menit

8

Serta Merta : Informasi yang wajib
di umumkan seketika terjadinya
keadaan yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum;
Berka.la : disediakan/ diumumkan
secara rutin, teratur, dan da.lam
jangka waktu tertentu setidaknya
setiap 6 bulan seka.li;
Setiap saat : untuk
memperolehnya harus dilakukan
dengan mengajukan permintaan,
wajib dan rutin disediakan badan

blik

5 Memeriksa Daftar Informasi Publik
Jika setuju maka akan ditandatangani
jika tidak setuju mengembalikan
kepada Ketua PPID

Draft Daftar
Informasi
Publik

Daftar
Informasi
Publik

I

l. L Hafl

15 Menit

llr



6 Daftar Informasi Publik yang telah
ditandatangani atasan PPID ( PiEpinan
Badan Publik) dipublikasikan di
website dan disimpan sebagai arsip

Dafta-r
lnformaei
Publik

30 menit DaJtar
Informasi
Publik
ditampilkan di
Aplikasi
ppid.kapuashulu
kab.go.id

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KAPUAS HULU,

M
Pembina Tk.I

NIP. 19630507 199803 1006

( )



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPAI..A DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR ...... TAHUN
2OI9 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Nomor SOP

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Targsal Pembuata-n
Tanggal Revisi
Tanssal Efektif
Disahkarr Oleh

Nama SOP

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Hulu

Pendokumentasiem lnformasi yang Dikecualikan

SOP irli merupakan prosedur baku yang wajib d.ilaksanakan ddam pelaksanaan proses
Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan, dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
keterlambatan dalam pros es Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2Ol2 tet,tal:.g Pedoman
Penlrusunan Standar Operasioual Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dall Pemerintah Daerah; dan

c. Keputusan Kepala Dinas Kolrrunikasi, Informatika Dan Statisuk Kabupaten Kapuas H\rlu Nomor
44 Tahun 2Ol9 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Dasar Hukum:

Keterkaitan

Peringatan

a, memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas HuIu;

b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan
kegiatan;

c. dapst mengoperasikan komputer, jaringan internet, aplikasi website
dan;

d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap taiapan

Peralatan / Perle ngkapan:
kegiatan

Kualilikasi Pelalsana

a, ATK
b. Pc/Laptop
c. Sinyal Internet
d. Userllame dan Password ppid.kapuashulukab.go.id
e. Forrn Surat Pengaiuar Keberatan
Pencatatan dan Pendataan:

L___



NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET

Operator
OPD

PPID
Pembantu Kepala OPD

PERSYARATA
N&

PERLENGKAP
AN

WAKTU OTJTPUT

,l 2 3 4 5 6 7 I
1 Melakukan ldentifrkasi terkait

informasi yang akan di
dokumentasikan dan melaporkaanya
kepada ketua PPID

Memerintahkan petugas PPID untuk
berkoordinasi dengan bidang-bidang
dalam menghimpun serta melakukan
uji konsekuensi untuk
mendokumentasikan data informasi
yang dikecualikan
Mengumpulkan data dan informasi
yang dibutuhkan dari berbagai sumber
dalam mendokumentasikan informasi
dan melakukan ujio konsekuensi
terhadap informasi tersebut. Jika
informasi berasal dari arsip, maka akan
dilakukan pemilihan berdasarka:n
jadwal Retensi Arsip URA). Apakah
termasuk kedalam arsif Aktif, Inaktif
atau Statis
Memeriksa daftar informasi publik
yang dikecualikan, Jika setuju maka
akar disampaikan kepada atasar PPID
Jika tidal< setuju mengembalikan
kepada Ketua PPID

-)

Tidak

'<-

Tida k

Bahan
lnformasi

Data Informasi

Nota Diuas,
Bal.an

lnformasi dari
setiap bidang

1 Hari Tersedianya
Data

Konsep Daftar
informasi

Publik

Aktif : Tidak boleh diakses
oleh orang yang tidak
berkepentingan;
Inaktif : boteh diakses atas
izin pemilik;
Statis : terbuka untuk
siapapun. (Arsip Aktif dan
Inaktif tidal boleh dibuka
untuk publik)

Daftar
Informasi

Publik vang
dikecualikan

2

3

15 Menit

t hari

Draft Daftar
Informasi yarg
dikecualikan

15 menit

5 Memeriksa Daftar Informasi yang
dikecualikan
Jika Setuju maka akan di tandatangani
Jika tidak setuju mengembalikan
kepada ketua PPID

Ya

I

Ya

Draft Daftar
Informasi yang
dikecualikan

15 menit DaJtar
Informasi yang
dikecualikan

I

I

L

Nota Dinas





6 Ilaftar Informasi yang dikecualikan
telah ditandatangani atasan PPID (

Pimpinan Badan Publik) disimpan
sebagai arsip

Daftar
Informasi yang
dikecualikan

30 menit Daftar
lnformasi yang
dikecua.likan
diarsipkan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIXA
DAN STATISTIK KAB KAPUAS I{ULU,

Pembina Tk.I
NIP. 19630507 199803 1006

lr_


